BABII

KETENTUAN TENTANG HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Harta Bersama
2.1.1 Menurut Figh

Ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fiqih, ini disebabkan karena
tidak dikenalnya lembaga harta bersama ini dalam masyarakat Arab.
Sedangkan kitab-kitab figih yang ada keseluruhannya tulisan-tulisan orang
Arab yang sangat dipengaruhi oleh kultur budaya mereka. Namun, ia dapat
didekati dengan pendekatan syirkah atau perkongsian. Oleh karena itu,
pembicaraan harta bersama dapat dikembangkan dengan dimasukkan
kedalam bagian rubu’ al-mu‘amalah bukan kedalam bagian rubu’ al-
munakahat.

Dalam kasus harta bersama di Indonesia. Hukum Islam sebagai yang
ditulis oleh pemuka-pemuka mazhab tidak satupun yang sudah membahas
tentang adanya harta bersama bagi suami isteri sebagaimana yang dikenal
dalam hukum adat. Artinya ketentuan yang jelas mengenai harta bersama
tidak diatur sebelumnya, baik melalui pernyataan eksplisit al-Qur’an maupun
melalui lembaga ijtihad ulama.

Namun harta bersama dilihat dari sisi teknisnya sesungguhnya
merupakan kepemilikan harta bersama antara suami isteri dalam suatu
kehidupan perkawinan. Oleh karena itu perolehan harta bersama melalui
suatu usaha dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (syirkah) yang
secara umum dikenal dalam hukum Islam (N. Yusuf 2016, 6).

Disebut sebagai suatu kerjasama tenaga karena perolehan harta
bersama dalam masyarakat Indonesia bukanlah murni didapat dari
penghasilan suami isteri. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia
adalah merupakan kelaziman suami isteri sama-sama bekerja mencari

nafkah rumah tangga dan harta simpanan hari tua mereka. Selanjunya usaha-



usaha yang mereka lakukan bersama-sama membawa konsekuensi pada
masing-masingnya mendapat laba kerja dari penghasilan yang diperoleh.
Hanya saja dalam masyarakat Indonesia pembagian ataupun sumbangan
tenaga itu umumnya mengambil bentuk suami bekerja di luar rumah dan
isteri bekerja menjaga harta benda dan mengurus segala keperluan rumah
tangga. Dalam masyarakat Indonesia, sudah menjadi kebiasaanya jika telah
terjadi perkawinan, maka segala harta bawaan dan usaha yang dimiliki
masing-masing suami isteri menjadi modal bagi perolehan harta selanjutnya
ataupun harta bersama (N. Yusuf 2016, 7).

Kyai Soleh Darat Semarang pengarang kitab Majmu’at al-Syar’iyah
(bahasa Jawa) memberikan petunjuk mengenai pembagian gono-gini dengan
bagi paro dibagi sama antara suami isteri atau satu bagian untuk isteri dan
dua bagian untuk suami. Syekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin, misalnya
telah menyebut adanya harta perpantangan dalam kitab fikihnya Sabil al-
Muhtadin. Harta seperti ini dalam masyarakat indonesia lebih dikenal dengan
Gono-Gini. Di Aceh dinamakan Heureta Sihaurekat (Ritonga 1999, 79-80).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur
tentang harta kekayaan dalam perkawinan, berikut :

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

(2) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.

Jadi pengertian harta bersama dalam pernikahan adalah harta
kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.
Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri
selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat
dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami isteri. (Rofigq, Hukum

Perdata Islam di Indonesia 2013, 161).



Dalam pengertian lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan,
isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.
Jika yang pertama, digolongkan ke dalam syirkah al-abdan, modal dari suami,
isteri andil jasa dan tenaganya. Kedua, dimana masing-masing mendatangkan
modal, dikelola bersama, disebut dengan syirkah ‘inan. Hal ini juga sejalan

dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32, berikut :
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Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala
sesuatu (Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia 2013, 162)

[slam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam
bentuk serikat usaha dagang (syirkah) dengan pertimbangan perhitungan
untung rugi. Masalah harta bersama suami isteri juga tidak dijumpai dalam
literatur fikih klasik, karena uraiannya masih terkait dengan konsep
kewajiban mencari nafkah kepada suami sementara isteri menjadi ibu rumah
tangga. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup, maka bertambah
pula pola tanggung jawab. Hal yang belum dipersoalkan pada masa lalu
menjadi penting untuk diperhatikan pada masa kini. Sekarang secara
perlahan penunjang kebutuhan primer semakin banyak pula. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, isteri (baik secara sukarela atau terpaksa)
juga ikut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Didukung
oleh emansipasi wanita dalam beberapa bidang profesi, maka terbuka lebar
jalan untuk penyatuan harta kekayaan suami isteri dalam rumah tangga. Jika
dulu hanya ada harta suami dalam rumah tangga, sekarang bisa berubah

menjadi harta pencarian bersama suami isteri (Yaswirman 2013, 212-215).



Meskipun tidak ada hak pemilikan pribadi antara suami isteri dalam
kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama
suami isteri sebagaimana yang berlaku dalam pengertian harta bersama
secara umum dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara dua pihak, baik
bekerjasama dalam hal harta ataupun dalam bidang usaha. Meskipun dalam
kitab-kitab fikih, harta bersama pada dasarnya tidak diatur secara jelas. Tapi
keberadaannya, oleh paling tidak sebagian ulama Indonesia cenderung dapat
diterima, terutama bila hal ini dikaitkan dengan firman Allah dalam surat al-

Jumu’ah ayat 10, berikut :

L 1S G 1,55, & b e 155305 LooNT 6 15eal skl coms 135
Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka
bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.
2.1.2 Menurut Undang-Undang
Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Hukum positif
yang mengatur permasalahan Harta Bersama ini adalah Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW).
2.1.2.1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Persatuan harta kekayaan suami isteri bersifatkan hak milik bersama
yang terikat (gebonden mede eigendom), yaitu suatu bentuk mede eigendom
yang terjadi kalau para pemiliknya terdapat suatu hubungan. Merujuk pada
pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan
Asis Sofioedin, maka Jono menyimpulkan bahwa harta bersama dalam
perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat, yang mana
seorang suami ataupun isteri tidak dapat berbuat atas harta bersama secara
mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Harta bersama dalam perkawinan yang menganut pola hukum adat

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berikut :



Pasal 35

(3) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

(4) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua)
golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Selain itu terdapat juga dalam Pasal 36, dan 37 yaitu :

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta bendanya.

Pasal 37
apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing (Bakri 1985, 12).

Hal ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh
selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus,
baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah
harta benda bawaan dari masing-masing suami isteri sepanjang suami dan
isteri tersebut tidak menentuan lain.

Suami atau isteri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta baawaan masing-masing. Dengan demikian, jika suami akan
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya, maka ia tidak
memerlukan persetujuan dari isterinya, begitupun sebaliknya. Ketentuan
imperatif yang berbeda berlaku untuk harta bersama, dalam arti jika suami
akan melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama, maka ia harus
mendapatkan persetujuan dari isterinya. Sebaliknya, jika isteri akan
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama, maka ia harus

mendapatkan persetujuan dari suaminya.



Kenyataannya, dalam perkawinan sering terjadi suami dan isteri tidak
dapat mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan. Oleh karena
itu, walaupun warisan atau hibah merupakan harta bawaan/pribadi tetaplah
diperlukan perjanjian perkawinan untuk lebih mempunyai pembuktian yang
lebih kuat. Harta penghasilan yang diperoleh selama perkawinan, akan
menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan berupa
pemisahan harta. Oleh sebab itu untuk melindungi harta pengahsilan suami
isteri sebaiknya dibuat dengan perjanjian perkawinan. Adapun alasan
mengapa penghasilan suami isteri perlu mendapat perlindungan hukum,
yaitu :

a. Penghasilan suami isteri yang dibagi tidak adil. Apalagi sengketa yang
dialami suami isteri akan bertambah, jika satu antara dua pihak tersebut
tidak bekerja atau tidak berpenghasilan.

b. Tidak ada transparansi harta bersama, misalnya banyak suami yang
pintar, penghasilannya tidak diketahui oleh isteri dan isteri tidak diberi
data harta secara akurat.

c. Belum ada peraturan pelaksanaan tentang pembagian harta secara adil,
sehingga banyak aspek yang disembunyikan, yang selama ini banyak
dirugikan dalam kasus harta bersama perceraian adalah pihak isteri

(Syaifuddin 2014, 411-414).

2.1.2.2 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga mengakui adanya harta bersama atau
harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97
pada Bab XIIL

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing.
Dalam pasal tersebut menjelskan bahwa dalam harta bersama itu tidak

tertutup kemungkinan adanya harta benda milik masing-masing suami isteri

di luar harta kekayaan bersama. Oleh karena itu harta benda yang menjadi



milik sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing
sebelum terjadinya perkawinan.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan
harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,
shadaqah, atau lainnya.

Pada Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang
penggunaan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, yang
pelaksanaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Mengenai tentang penyelesaian sengketa harta bersama terdapat dalam
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama,

maka perselisihan itu diajukan kepada Pengadila Agama.

Pengaturan lebih rinci masalah ini disebutkan dalam Pasal 89, 90
sebagai berikut :

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun
hartanya sendiri.

Pasal 90

[stri juga bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta
suami yang ada padanya.

[si pasal-pasal di atas merupakan penjabaran firman Allah dalam surat

al-Nisa 34, berikut :
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karenaAllah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.
Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal

91 Kompilasi Hukum Islam :

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat

berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak

bergerak, benda bergerak, dan surat-surat beharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak aupun

kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah

satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya respon terhadap

perkembangan modernisasi, seperti surat-surat beharga (polis, bilyet giro,

saham, dan lain-lain). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum

Islam telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Aspek

penting dalam penggunaan kekayaan tersebut baik untuk kepentingan salah

satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan

mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama

wa’asyiru hunna bi al-ma’ruf ( pergaulilah mereka dengan makruf/baik) akan



dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya
tujuan perkawinan itu (Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia 2013, 162-

165).

2.1.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau disebut dengan
Burgerlijk Wetboek (BW) juga mengatur tentang masalah harta kekayaan
suami isteri. Dapat dilihat dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang pada pokoknya mulai saat perkawinan dilangsungkan,
terjadilah apa yang dinamakan persatuan bulat antara kekayaan suami isteri
itu demi undang-undang. Tapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan,
yang harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.
Keadaan yang demikian itu berlangsung terus menerus selama perkawinan
dan tidak boleh diubah dengan persetujuan kedua suami isteri

(Prawirohamidjojo 1972, 68).

2.2 Dasar Hukum

Syari’ah berasal dari kata ( 4x.,<), undang-undang. Dalam wacana
Islam, syari’ah menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur kehidupan
umat Islam. Pada prinsipnya berasal dari al-Qur'an dan Hadits. Dalam
pengertian ini, kata tersebut terkait erat dengan figh, yang berarti
pemahaman tentang Hukum Ilahi (Mudawam 2012, 405).

Figh secara etimologi berarti paham. Secara terminologi terdapat
beberapa rumusan namun saling melengkapi, Ibnu Subki dalam kitab Jam’al-
Jawami’ mengartikan figh itu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’
yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili. Meskipun figh
dan hukum syara’ itu sama-sama mengatur ketentuan tentang perbuatan
manusia, namun figh lebih khusus yaitu pedoman atau ketentuan yang
bersifat operasional. Dalam kitab Al-Muktasab mengandung arti bahwa

ketentuan atau aturan figh diperoleh melalui penggalian, pemahaman yang



dilakukan oleh mujtahid. Sedangkan hukum syara’ bukan diperoleh atau
dihasilkan, tetapi sesuatu yang sudah ditetapkan sendiri oleh Allah sebagai
Pembuat hukum atau syar’i (Syarifuddin 2009, 2-4).

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh
Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang
berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum
amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum
Islam bukan hanya teori saja tapi adalah sebuah aturan-aturan untuk
diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Untuk itulah diperlukan
sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu al-Qur’an, hadits, ijma’ dan
qiyas (Iryani 2017, 24-25).

Berdasarkan ketentuan fikih harta bersama dapat dikaitkan dengan
syirkah yaitu pencampuran hak milik dua orang atau lebih. Salah satu
kekayaan dalam pernikahan adalah harta bersama. Harta bersama adalah
harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau
warisan. Dalam kitab fikih klasik belum ditemukan mengenai harta bersama
secara rinci, namun dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan
sebagai syirkah atau join antara suami isteri. Dalam pengertian lebih luas,
sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan
pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama,
digolongkan ke dalam syirkah al-abdan, modal dari suami, isteri andil jasa
dan tenaganya. Kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola
bersama, disebut dengan syirkah ‘inan (Manan 2008, 110).

Dasar hukumnya dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad

ayat 24, berikut :
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Artinya :Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini", dan Daud mengetahui
bahwa Kami mengujinya : Maka ia meminta ampun kepada
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Menurut istilah syirkah ialah suatu ikatan antara dua orang atau lebih
yang berkongsi pada modal dan laba. Dasar hukum syirkah yang lain terdapat
dalam surat al-Maidah ayat 2, berikut :
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.

Dari ayat di atas menyuruh kita tolong menolong. Pengertian tolong
menolong bukan bersifat memberi saja tetapi melaksanakan suatu
perkongsian atau syirkah di dalam perdagangan atau usaha juga termasuk
tolong menolong.

Allah befirman dalam surat ar-Ruum ayat 21, berikut :
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
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Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah (Al-
Yamani 1700 M, 64)
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Dari Abu Hurairah r.a beliau bersabda : Rasulullah SAW bersabda :
sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: saya adalah orang ketiga dari
dua orang yang berserikat pada harta selama yang berserikat itu tidak
khianat. Tetapi bila salah seorang diantara keduanya menghianati akan
saudaranya maka aku Kkeluar diantara (perserikatan/keduanya)di
riwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al Hakim (Ismail,
Subulussalam 1991, 121).

Maksudnya adalah Sesungguhnya Allah bersama keduanya yaitu
bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingannya dan bantuan dengan
pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam
perniagaan keduanya. Apabila terjadi penghianatan, maka berkah itu dicabut
dari harta kekayaan keduanya. Dalam hadits tersebut terkandung anjuran
kerjasama tanpa penghianatan dan peringatan keras terhadap orang yang
bersekutu disertai penghianatan itu (Muhammad 1995, 226).

Dari ayat dan hadits qudsi di atas, bahwa perkongsian dibolehkan
dalam syari'at Islam, dengan syarat tidak ada unsur penipuan (Jabir Al-

Jaza'iri 1419 H, 837-838).

2.2.1 Macam-macam Syirkah
a. Syirkah ‘Amlak

Syirkah ‘amlak yaitu bahwa memiliki lebih dari satu orang akan sesuatu
jenis barang tanpa aqad. Syirkah ‘amlak ini ada yang bersifat ikhtiari dan ada
yang bersifat jabari. Bersifat ikhtiari ialah bahwa dua orang atau lebih
dihibahkan atau diwasiatkan sesuatu kepadanya lalu mereka berserikat
terhadap barang yang dihibahkan atau yang diwasiatkan itu memiliki
bersama. jadi membeli sesuatu yang mereka beli berdua, maka barang yang
mereka beli itu disebut syirkah ‘amlakatau syirkah milik.

Bersifat jabari ialah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari

seorang karena mau tidak mau harus demikian. Misalnya harta warisan.



Maka sesungguhnya mereka berserikat akan harta warisan itu tanpa adanya

usaha dari pemilik dan barang menjadi milik mereka bersama.

b.  Syirkah Uqud
Syirkah uqud adalah bahwa dua orang atau lebih melakukan agad untuk
bergabung dalam harta dan hasil yang merupakan keuntungan. Berarti

syirkah uqud dengan akad (Ilhamni 2012, 63-64)

Syirkah dari segi akad ada beberapa macam, sebagai berikut:

a. Syirkah Inan/harta

Syirkah Inan adalah dua orang atau lebih yang berserikat pada dari
orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam
mengumpulkan sejumlah hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal
dengan sistem pembahagian yang telah ditentukan (Jabir Al-Jaza'iri 1419 H,
838).

b. Syirkah Mufawadhah

Sesuai dengan namanya yang berarti berserikat dengan cara
keseluruhan/penyerahan dengan sepenuhnya. Syirkah mufawadhah yaitu
berserikat dua orang atau lebih pada perdagangan dengan harta mereka dan
ada bahagian bagi tiap keduanya dari laba menurut modalnya.

Syirkah ini lebih luas dari pada syirkah inan, syirkah wujuh, dan
syirkah abdan, karena ia memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada
masing-masing anggota serikat dari dua orang yang berserikat ada bahagian
dari tiap keduanya dari laba menurut modalnya (Jabir Al-Jaza'iri 1419 H,
842-843)

Dapat diambil kesimpulan unsur dalam syirkah mufawadhah yaitu
modal dari masing-masing pihak dan adanya pembahagian laba dan

usahanya tidak ditentukan atau tidak terbatas.



C. Syirkah Abdan

Syirkah abdan yaitu bahwa sepakat dua orang atas menerima suatu
pekerjaan dari beberapa pekerjaan dan bahwa upah dari pekerjaan itu
dihitung menurut kesepakatan mereka.

Dapat disimpulkan unsur syirkah abdan itu adanya tenaga dan upah
tenaga itu menurut kesepakatan mereka. Harta kekayaan dalam perkawinan
dapat dikategorikan ke dalam syirkah abdan karena suami isteri sama-sama

bekerja mengeluarkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu
tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka
dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan catatan bahwa
keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab tanpa
kerja dan modal.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali syirkah ini boleh, karena suatu
bentuk pekerjaan, sedangkan Asy-Syafi'i dan Maliki menyatakan tidak boleh
karena yang disebut syirkah hanyalah modal dan kerja.

Diantara emapat macam syirkah di atas, hanya Syirkah Inan
(pengkongsian terbatas) saja yang boleh menurut ulama Syafi'iyah. Mazhab
Hanbali membolehkan semua jenis syirkah, kecuali syirkah mufawadhah.
Mazhab Hanafi membolehkan keempat macam tersebut di atas. Sedangkan
Mazhab Maliki membolehkan semua syirkah kecuali syirkah wujuh.

Dikatakan syirkah abdan karena kenyataan bahwa sebahagian besar
suami isteri dalam masyarakat di Indonesia sama-sama bekerja membanting
tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan
selanjutnya untuk sekedar peninggalan kepada anak-anak mereka kelak

sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan syirkah mufawadah karena



memang perkongsian (suami isteri) itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka
hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk harta gono gini.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa harta
bersama :

a. Tidak ada nash yang melarang perkongsian suami isteri.

b. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum beberapa
bentuk syirkah, namun pada dasarnya mereka sependapat tentang
bolehnya secara umum. Hal ini berdasarkan kepada hadits qudsi yang
dikutip dahulu.

c. Pencarian bersama suami isteri mempunyai kesamaan dengan syirkah
abdan yang titik persamaannya dengan harta bersama adalah faktor
dominan dalam syirkah abdan. Begitu pula dalam syirkah mufawadhah
juga mempunyai titik persamaan dengan harta bersama yaitu dalam
faktor dalam modal dan usaha yang tidak terbatas dari kedua belah pihak
(suami isteri).

d. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hukum syirkah abdan dan
mufawadhah dalam mazhab yang empat yaitu boleh menurut mazhab
Hanafi, Maliki, dan Hanbali dan tidak menurut mazhab Syafi'i bahwa
pengertian syirkah ~menghendaki percampuran dan oleh karenanya
dalam syirkah harus ada percampuran. Alan mazhab Syafi'i itu telah
ditolah oleh mazhab Hanafi.

Jadi harta pencarian bersama suami isteri dalam perkawinan diakui
dalam islam sebagai perkongsian atau syirkah, bukan sebagai akibat langsung
dari perkawinan. Dan harta ini dapt digolongkan kepada syirkah
abdan/mufawadhah atau perkongsian tenaga tidak terbatas (Ilhamni 2012,
61-66).

Menurut undang-undang, dasar hukum mengenai harta bersama
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab VII dalam judul
harta bersama.

Pasal 35



(1) Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
harta bendanya.

Pasal 37
Mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta
benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pelembagaan harta bersama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
memuat beberapa pokok yang lebih rinci dibandingkan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara singkat dapat diuraikan
sebagai berikut : (M. Y. Harahap 2005, 270)

1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing :
a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai
sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau isteri).
b. Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah
sepenuhnya dari harta pribadi.
2. Harta bersama ada sejak tanggal perkawinan dilangsungkan :
a. Sejakitu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
b. Tanpa mmpersoalkan siapa yang mencari.
c. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
3. Tanpa persetujuan bersama, suami atau isteri tidak boleh
mengasingkan atau memindahkan.
4. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta
bersama.
5. Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama, terpisah antara
suami dengan masing-masing isteri.
6. Apabila perkawinan putus karena cerai hidup atau mati
a. Harta bersama dibagi dua.
b. Masing-masing mendapat setengah bagian.
c. Apabila terjadi cerai mati separuh harta bersama menjadi
pasangan yang hidup lebih lama.



Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama
Bab XIII judul Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan
harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,
shadaqgah, atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami isteri, berdasarkan Pasal 36 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan sebagai berikut :

(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan
harta bawaan masing-masing

Seperti Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Selanjutnya
ada isyarat ayat yang menegaskan berkaitan dengan Pasal 85, 86, 87

Kompilasi Hukum Islam dalam surat al-Nisa ayat 32: (Misliranti 2006, 130)
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Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala

sesuatu.



Pengaturan lebih rinci masalah ini disebutkan dalam Pasal 89, 90
sebagai berikut :

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun

hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri juga bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta

suami yang ada padanya (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia 1998, 162-

163).

Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah
satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar
hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum.
Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan

menjual atau memindahkan harta bersama.

Suami isteri juga diperbolehkan menggunaan harta bersama sebagai
barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Hal ini

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) sampai (4) mengatur :

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat
berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak
bergerak, benda bergerak dan surat-surat beharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun
kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau disebut dengan
Burgerlijk Wetboek (BW) juga mengatur tentang masalah harta kekayaan
suami isteri. Dapat dilihat dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang pada pokoknya mulai saat perkawinan dilangsungkan,

terjadilah apa yang dinamakan persatuan bulat antara kekayaan suami isteri

itu demi undang-undang. Tapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan,



yang harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.
(Prawirohamidjojo 1972, 68).

Menurut ketentuan Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan
itu meliputi : harta kekayaan suami isteri, baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang
diperoleh secara cuma-cuma (warisan, hibah) : segala beban suami isteri
yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang

perkawinan (Afandi 1986, 167).

2.3 Penggunaan dan Ruang Lingkup Harta Bersama
2.3.1 Penggunaan Harta Bersama

Mengenai penggunaan harta bersama suami isteri dalam perkawinan di
atur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan
bahwa:

Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak.

Lain halnya dengan penggunaan harta asal atau harta bawaan
penggunaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan
yang menyatakan bahwa :

Hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-

masing.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta
ada dua macam yaitu harta berupa benda berwujud dan tidak berwujud yang
tertera dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari suami, isteri, dan anak-anak.
Guna keperluan hidup bersama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi
yang dapat dipergunakan suami isteri untuk membiayai mereka sehari-
harinya beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta
perkawinan atau benda perkawinan atau harta keluarga ataupun harta benda

keluarga.



Jadi harta perkawinan atau harta keluarga dengan demikian pada
umumnya dipergunakan pertama-tama bagi keperluan suami, isteri, dan
anak-anaknya untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sumber harta bersama dalam suatu perkawinan dapat diuraikan
sebagai berikut :

a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilkinya sebelum kawin,
baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya,
disebut sebagai harta bawaan.

b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada
berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena
usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi
diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-
masing.

c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan
perkawinan atau usaha mereka berdua salah satu pihak dari mereka

disebut harta pencarian (Thalib 1974, 90).

2.3.2 Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama bersama dalam perkawinan yaitu sebagai
berikut :
a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menetukan apakah suatu barang termasuk
obyek harta bersama atau tidak, ditentukan saat pembelian. Setiap barang
yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama
suami isteri tanpa mempersoalkan apakah hart tersebut terdaftar atas nama
suami atau isteri dimana harta tersebut terletak. Jadi apa saja yang dibeli
selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak
menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Hal yang penting,
harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut

hukum menjadi obyek harta bersama.



Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut
berasal dari harta pribadi suami atau isteri, jika uang pembelian barang
tersebut secara murni bersal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak
termasuk obyek harta bersama. Ha rta yang seperti itu tetap menjadi milik

pribadi suami atau isteri (Y. Harahap 2003, 275).

b. Harta Yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang
Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta
bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan
barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun
sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan
berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi
perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum
dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau
membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau
dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian
atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil
pembelian atau pembangunan yang demekian tetap masuk kepada obyek

harta bersama (Y. Harahap 2003, 276).

C. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama
Perkawinan
Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta
bersama. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang

digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta



bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya
berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, patokan untuk
menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak,
ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan
bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan
berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi (Y.

Harahap 2003, 277).

d. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama akan menjadi harta
bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang
jatuh menjadi obyek harta bersama suami isteri, namun juga termasuk
penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi
harta bersama. Dalam hal ini, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut
menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan
kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya,
namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan
keluarga.

Barang pokoknya memang tiak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh
dari padanya jatuh menjadi harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang
suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam
perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta
pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami isteri jatuh
menjadi harta bersama. misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan
jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. oleh karen
itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi
dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam
hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak

menjadi harta pribadi.



e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri

Segala penghasilan suami isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan
melalui perdagangan masing-masing ataupun melalui hasil perolehan
masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama
suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau
isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan
ke dalam harta bersama. penggabungan penghasilan pribadi suami isteri ini
terjadi demi hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam

perjanjian perkawinan (Y. Harahap 2003, 278).

2.4 Kedudukan Harta Bersama
2.4.1 Kedudukan Harta Bersama Menurut Undang-undang

Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah
harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang diatur
dalam Bab VII Pasal 35 yang berbunyi :

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidk
menentukan lain.

Pada ayat (2) harta yang diperoleh dari bawaan masing-masing sebagai
hadiah, harta warisan adalah merupakan hak milik pribadi atau dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.
Maksud sepanjang para pihak tidak menetukan lain adalah perjanjian
sebagaimana di bawabh ini :

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon
mempelai disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta

dalam perkawinan.



b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta
pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal
itu tidak bertentangan dengan hukum agama.

Jadi boleh mengadakan perjanjian untuk menjadikan harta pribadi
menjadi harta bersama.

Mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, suami
isteri tidak dapat bertindak kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.
Suami tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, apakah dipinjamkan,
disewakan, digadaikan, dihibahkan, dan berbagai transaksi lainnya, kecuali
jika telah ada persetujuan kedua belah pihak (suami isteri). Hal ini dapat
dilihat pada Pasal 36 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
harta bendanya.

Tetapi lain halnya dengan harta pribadi yang merupakan harta milik
penuh masing-masing, apakah itu didapat dari warisan atau usaha lainnya
yang diperoleh sebelum perkawinan, mereka dapat bertindak dan berbuat
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut
tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana
yang tertera dalam Bab VII Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 di atas.

Mengenai harta bersama yang suami mempunyai isteri lebih dari
seorang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur. Namun
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenai hal tersebut diatur dalam
Pasal 94 sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri
sendiri.



(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang
kedua, ketiga, atau yang keempat.

Dapat disimpulkan bahwa seorang yang mempunyai isteri lebih dari
seorang, harta bersama dari isteri-isteri itu terpisah antara yang satu dengan
yang lainnya. Harta bersama masing-masing isteri dihitung sejak suami
melangsungkan pernikahan akad perkawinan dengan isteri yang
bersangkutan.

Kemudian terhadap harta bersama suami isteri tidak dapat bertindak
kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan terhadap harta pribadi
mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun mengenai harta bersama bila perkawinan putus karena
perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
sebgaimana tertera dalam Pasal 37 Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagai berikut :

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah
hukum agama, adat dan hukum lainnya. Setelah memperhatikan kedudukan
harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, akan tampaklah sistem hukum ini hampir sama dengan sistem hukum
perdata BW yang dikenal dengan sistem campur kekayaan, yaitu semua
kekayaan dari masing-masing suami isteri, baik yang mereka bawa dari
permulaan perkawinan berlangsung maupun yang berasal dari warisan
dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama suami dan isteri
(Pasal 119 sampai 122) KUH Perdata.

Pasal 119
Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan
bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai dengan



perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain (Ahmadi 2008, 382-

385)

Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah
dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Mengenai pencampuran
meliputi seluruh harta, yaitu harta bawaan atau harta pribadi. hal ini
dijelaskan dalam Pasal 120 sebagai berikut:

Pasal 120

Sekedar mengenai laba-labanya persatuan itu meliputi harta kekayaan
suami dan isteri bergerak atau tidak bergerak, baik yang sekarang
maupun yang datang kemudian, maupun pula mereka yang peroleh
secara Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini, si yang mewariskan
atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Dengan memperhatikan pasal ini dapat disimpulkan bahwa persatuan
itu adalah meliputi seluruh kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak
yang diperoleh dengan cara cuma-cuma seperti warisan dan hibah. Tetapi
apabila warisan atau hibah tegas-tegas dinyatakan oleh pewaris atau
penghibah tegas menentukan sebaliknya.

Persatuan harta itu juga meliputi utang suami isteri. Sebelum atau
sepanjang perkawinan. Harta ini dapat dilihat dari Pasal 121 sebagai berikut :

Pasal 121

Sekedar mengenai beban-beban persatuan ini meliputi segala hutang

suami isteri masing-masing yang terjadi baik sebelum ataupun

sepanjang perkawinan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa persatuan harta itu termasuk juga
hutang suami dan isteri, baik sebelum perkawinan atau selama perkawinan.
Persatuan harta itu juga meliputi utang karena kerugian sepanjang

perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 122 sebagai berikut :

Pasal 122
Segala hasil dan pendapatan, seperti segala hutang dan rugi sepanjang
perkawinan harus diperhitungkan atau mujur malang persatuan.

Dalam pasal ini dapat diambil pengertian bahwa persatuan harta itu

termasuk untung dan kerugian dalam perkawinan. Bahwa dapat dipahami



KUH Perdata pencampuran harta itu secara bulat baik harta bawaan, harta
pencarian, pemberian, warisan atau hibah serta untung dan rugi menjadi
tanggung jawab suami isteri.

Disamping itu kepada calon suami dan isteri diberikan kesempatan
untuk saling berjanji sebelumnya bahwa tidak akan campur kekayaan secara
bulat melainkan ada campur kekayaan secara terbatas atau tidak kan ada
sama sekali campur kekayaan. Perjanjian ini dinamakan perjanjian
perkawinan (Huwelijk Voon Worden). Dalam hal ini ada ketentuan dari KUH
Perdata (BW) bahwa apabila perkawinan sudah dimulai maka perhubungan
antara suami isteri mengenai kekayaan, yaitu boleh diubah suami isteri
selama perkawinan berlangsung (Pasal 149 KUH Perdata).

Dengan memperbandingkan prinsip tentang harta bersama dalam
perkawinan antara BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas
keduanya mempunyai kesamaan yaitu harta yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama dari suami isteri secara bulat. Cuma
bedanya bahwa di dalam hukum Perdata BW sebelum perkawinan
dilangsungkan diberikan kesempatan kepada calon suami isteri untuk saling
berjanji yang dikenal dengan perjanjian perkawinan yang gunanya untuk
menghindari percampuran harta yang tidak sesuai dengan kehendak suami
isteri.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perjanjian
tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan
hukum Islam.

Bila seseorang sebelum melaksanakan perkawinan sudah ada
pencaharian atau sudah menjadi pegawai umpamanya, maka pencaharian
atau gajinya sebelum kawin itu dan seterusnya adalah menjadi harta
pribadinya, kecuali jika ia mengadakan perjanjian baru bisa menjadi harta

bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum
agama masing-masing dan kepercayaannya.

Sedangkan menurut agama, suami berkewajiban memberi nafkah
kepada isterinya. Harta pribadi itu bisa menjadi harta bersama bila kedua
suami isteri lebih dullu mengadakan perjanjian bahwa harta pribadinya akan
dimasukkan kedalam harta bersama suami isteri. Jadi harta suami isteri
adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan setelah diadakan perjanjian
dan sudah dalam perkawinan setelah diadakan perjanjian, dan suami harus
menafkahi isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan sendiri.

Apabila terjadi cerai mati, yakni salah seorang dari suami atau isteri
meninggal dunia maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang
hidup lebih lama sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 96 ayat (1) yaitu:

Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta menjadi hak pasangan
yang lebih lama hidup.

Sedangkan apabila salah seorang dari suami atau isteri yang
menghilang (mafqud) maka pembagian harta bersama tersebut harus
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya
secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama sebagaimana yang
tertera dalam Pasal 96 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pembagian harta bersama bagi suami atau isteri yang isteri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan
agama.
2.4.2 Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam
Dalam pembahasan yang terdahulu sudah dikemukakan, bahwa Islam
tidak mengenal pengertian harta bersama dalam perkawinan. Dalam konsep
[slam hanya dijelaskan dan diakui tentang hak milik secara pribadi tanpa
membeda-bedakan laki-laki dan pereempuan, asalkan dia berusaha

memperoleh secara halal dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka hasil

usahanya itu akan menjadi miliknya, tanpa membedakan status sebagai



suami atau isteri. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa ayat

32, berikut :
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Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.

Dari ayat di atas jelas Islam menjunjung tinggi harta milik masing-
masing suami isteri, cuma yang jadi penekanan bagi Islam bahwa selama
dalam perkawinan suami wajib berusaha mencari nafkah untuk menafkahi
keperluan isterinya selama hidup berumah tangga.

Disamping itu Islam tidak pula mengenal harta bersama dari masalah
kewarisan. Dalam masalah kewarisan suami isteri adalah menjadi ahli waris
bersama waris lainnya, bila salah seorang meninggal dunia sebagaimana
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firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 12, berikut :
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Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri



memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar
dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa suami isteri mempunyai
kekayaan masing-masing yang dapat mewarisi pihak lain bila seorang
meninggal dunia. Berdasarkan hal itu Islam tidak mengenal harta bersama,
seperti yang ada dalam BW, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Islam hanya mengenal apa yang disebut dengan
syirkah.

Menurut hukum Islam harta bersama dapat dikaitkan dengan syirkah
yaitu pencampuran hak milik dua orang atau lebih. Menurut istilah syirkah
ialah suatu ikatan antara dua orang atau lebih yang berkongsi pada modal

dan laba. Dasar hukum syirkah yang lain terdapat dalam surat al-Maidah ayat

2, berikut :
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Artinya : ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dari ayat di atas menyuruh kita tolong -menolong. Pengertian tolong-

menolong bukan bersifat memberi saja tetapi melaksanakan suatu



perkongsian atau syirkah di dalam perdagangan atau usaha juga termasuk

tolong-menolong. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233, berikut :
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Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Ya itu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Maspeke 2017, 175-177).
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Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah (Al-
Yamani 1700 M, 64)
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Artinya : Bersabda Rasulullah SAW sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:
saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat pada harta
selama yang berserikat itu tidak khianat. Tetapi bila salah seorang
diantara keduanya menghianati akan saudaranya maka aku keluar

diantara (perserikatan/keduanya) (Ismail, Subulussalam 1991,
121).



Dari ayat dan hadits qudsi di atas, bahwa perkongsian dibolehkan
dalam syari'at Islam, dengan syarat tidak ada unsur penipuan (Jabir Al-
Jaza'iri 1419 H, 837-838).

Dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum syirkah bukan hanya
boleh, bahkan sangat dipuji oleh Allah selama didalamnya tidak ada penipuan
atau penghianatan. Malah perkongsian sudah ada sejak zaman jahiliah dulu

(Ilhamni 2012, 60).



